
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
Rencana Kerja Pemerintah dapat diubah dalam hal 
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam 
tahun berjalan; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan 
pada nomenklatur Perangkat Daerah dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sekadau berikut urusan 
pemerintahan yang dilaksanakan sehingga 
berpengaruh terhadap prioritas dan sasaran 
pembangunan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Perubahan Kabupaten 
Sekadau Tahun 2017. 

Menimbang 

BUPATI SEKADAU, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN 
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 

TENT ANG 

NOMOR 42 TAHUN 2017 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 

·· BUPATI SEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

SALIN AN 



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
149, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 4344); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

Mengingat 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 
Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4385); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Repblik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5178); 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

~-. ---- 



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Kalimantan Barat 2007-2027; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 

Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Sekadau; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 

Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Sekadau Tahun 2005 - 2025( Lembaran Daerah 

kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 
Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 

Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah {RPJMD) Kabupaten 

Sekadau Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah 

kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sekadau 

Nomor 7); 

21. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan,Sususnan Organisasi,Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau 

(Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 

Nomor 32). 



Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah penyelenggara urusan 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom; 

3. Daerah adalah kabupaten Sekadau; 
4. Bupati adalah Bupati Sekadau; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sekadau; 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah 
Dokumen Perencanaan Daerah Untuk Periode 1 
(satu) Tahun; 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang 
selanjutnya disingkat RKPD-P adalah salah satu 
dokumen perencanaan daerah yang disusun oleh 
Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan 
rnempunyar kedudukan yang strategis dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah; 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN 

SEKADAU TAHUN 2017. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



(1) RKPD-P Tahun 2017 merupakan landasan 
penyusunan Perubahan Kebijakan Um um 
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. 

(2) RKPD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menguraikan perubahan program dan kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. 

Pasal 2 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana 
Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya 
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun; 

10. Prioritas Plafon Anggaran sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 
program prioritas dan patokan batas maksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
RKA SKPD sebelum disepakati dengan DPRD; 

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau; 

12. Badan perencanaan Pembangunan Daerah, 
Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya 
disingkat BAPPEDALITBANG adalah Perangkat 
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sekadau yang menangani urusan perencanaan 
pembangunan, penelitian dan pengembangan. 

~· 



Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 201 7 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b : 

a. pemerintah daerah menggunakan RKPD-P tahun 2017 

sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan 

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan pada 

Tim Anggaran baik Eksekutif maupun Legislatif. 

b. semua SKPD wajib mengacu dan menggunakan RKPD-P 

tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Perubahan 

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan 

DPRD. 

Pasal 4 

RKPD-P Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam 

pasal (2) digunakan sebagai : 

a. pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten dalam menyusun Perubahan 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Renja-SKPD); 

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten 

Sekadau dalam menyusun Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Perubahan (RAPBDP) Tahun 2017. 

Pasal 3 

(4) Rincian RKPD-P sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB IV 

: EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

DALAM PERUBAHAN RKPD 

: PENUTUP 

BAB II 

BAB III 

(3) RKPD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 



Sesuaideng 
'.ALA BAGIAN H 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 46 

H. ABDUL GANI 

TID 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 11 September 201 7 

RUPINUS 

BUPATI SEKADAU, 

TID 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 11 September 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau. 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 


